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    PROVINSI  KALIMANTAN SELATAN 
 

        PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR  17  TAHUN 2021 

 
                          TENTANG  

 

  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH             
     TAHUN ANGGARAN 2021 
 

 
                        DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

                                  BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
Angka Romawi I Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan    
APBD, Huruf C Kebijakan Penyusunan APBD ayat (2)                              
Dana Transfer Khusus disebutkan bahwa                              
”apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 
Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai 
alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan 
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 
2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan 
Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan 
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada 
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 
2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah 
yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 
2021” dan ”Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 64 Tahun 2020 pada huruf E.21 menyatakan bahwa 
”dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik 
dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama 
dalam APBD TA 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. Selanjutnya dalam hal Peraturan 
Daerah tentang APBD TA 2021 telah ditetapkan masih 
terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SILPA, 
dianggarkan kembali pada Jenis  DAK nonfisik yang sama 
dalam APBD TA 2021 dengan melakukan Perubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2021 
dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk 
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD TA 2021 dan ditampung dalam LRA bagi 
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Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 
TA 2021”.                        

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah pada lampiran Bab VI Laporan Realisasi 
Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD huruf D 
Pergeseran Anggaran  angka 1 Ketentuan Umum c 
disebutkan bahwa ”pergeseran anggaran yang menyebabkan 
perubahan APBD meliputi ; pergeseran antar Organisasi, 
antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar 
Sub Kegiatan, antar Kelompok dan antar Jenis” dan point h 
disebutkan bahwa ”pada kondisi tertentu, pergeseran 
anggaran  yang menyebabkan perubahan APBD dapat 
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan 
Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan 
DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi 
mendesak, atau perubahan prioritas pembangunan baik di 
tingkat nasional atau daerah”, dan point j disebutkan 
”pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun 
perubahan DPA-SKPD”. 

c. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina 
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor : 906/923/keuda tanggal 5 Februari 2021 
hal : ”Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan 
DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, 
B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020”. 

d. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina 
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor : 906/3017/keuda tanggal 28 April 2021 
hal :”Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan 
dan DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan 
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan 
Kesetaraan Tahun 2021 dan Nomor : 906/3155/keuada 
tanggal 4 Mei 2021, hal :”Hasil Inventarisasi dan Pemetaan 
(Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait 
DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan 
Makanan Tahun Anggaran 2021”. 

e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953  tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  sebagai 
Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820) ; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-
haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
 2004  Nomor  5, Tambahan Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim-
bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah        
( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4438 ); 

5.   Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak  
Daerah dan  Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor  5049); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6187); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan undang-undang Nomor  9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679 );  

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara  Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah                  
( Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan  Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
 Republik Indonesia Nomor 5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang Hibah 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057) ; 

18. Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 6057);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);  

20. Pereturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonsia Nomor 6322); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
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Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor  1067); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

23.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran  Negara Tahun 2020 Nomor 1781); 

24.   Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
17/PMK.97/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka 
Mendukung Pengamanan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 
11 Tahun  2016 tentang Pembentukan dan susunan 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun  
2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah; 

26. Peraturan  Daerah  Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 
10 Tahun 2020  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  Tahun Anggaran 2021; 

27. Peraturan  Bupati  Hulu  Sungai  Tengah  Nomor 63  Tahun 
2020  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan  Bupati  
Hulu Sungai  Tengah  Nomor 63  Tahun 2020  tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021; 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

 
 Pasal I 

 

Mengubah lampiran II Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.            
 
 



 SALINAN 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 
 

       Ditetapkan di Barabai 
       pada tanggal 8 Juni 2021 

 
 

      BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 
 

ttd 
 

 AULIA OKTAFIANDI 
 

Diundangkan di Barabai 
pada tanggal 8 Juni 2021 
 
PENJABAT. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, 

 
 
 

    FARIED FAKHMANSYAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 
NOMOR :  17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


